SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemberian Kuasa

Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



10.

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 89);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis
Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 65);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji
dan Tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 218);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEMBERIAN
KUASA PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksankan tugas pemerintahan.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai

ASN dalam suatu satuan organisasi.



10.

11.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah jangka waktu
kebutuhan suatu Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK

dalam suatu instansi.

Pasal 2
Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi:
a. Jabatan Fungsional; dan
b. jabatan pimpinan tinggi utama tertentu dan jabatan

pimpinan tinggi madya tertentu.

Selain Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,
Menteri dapat menetapkan Jabatan lain yang dapat diisi
oleh PPPK.
Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi
manajemen pada Instansi Pemerintah.
Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan
jabatan administrasi atau bukan jabatan pimpinan tinggi
pratama namun dapat disetarakan dengan jabatan
administrasi atau jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PPPK yang telah mendapatkan nomor induk yang

diterbitkan Badan Kepegawaian Negara melaksanakan



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

tugas Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh

PPK.

PPK berwenang untuk mengangkat PPPK pada Jabatan:

a. Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli
Utama; dan

b. Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3).

Pasal 4

PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat PPPK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada

pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk

menetapkan pengangkatan PPPK.

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pada Instansi Pusat meliputi:

a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan;

b. pejabat pimpinan tinggi pratama di unit instansi
vertikal kementerian/lembaga; atau

c. pejabat lain setingkat pejabat pimpinan tinggi
pratama yang memimpin satuan organisasi yang
mandiri.

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pada Instansi Daerah provinsi meliputi:

a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan; atau

b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kepegawaian.

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pada Instansi Daerah kabupaten/kota meliputi:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan daerah kabupaten/kota; atau

b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang yang
membidangi kepegawaian.

Pemberian kuasa penetapan pengangkatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan

PPK.



(6) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diberikan kepada pejabat yang ditunjuk dan salinan
keputusan PPK disampaikan kepada Menteri dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1259

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENPA‘(AGUNMN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Huiq.x\f%omu‘nikasi, dan Informasi Publik,




